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A B S T R AK 

Penelitian ini membahas pelaksanaan derden verzet 

sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak 

ketiga yang merasa haknya dirugikan akibat suatu 

putusan verstek. Studi ini difokuskan pada Putusan 

Pengadilan Negeri Manado Nomor 

272/Pdt.G/2011/PN.MND, yang menjadi contoh 

penerapan derden verzet dalam praktik peradilan perdata 

di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji meliputi 

dasar hukum, prosedur pengajuan, serta pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan 

derden verzet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

studi kasus, didukung oleh analisis putusan pengadilan 

dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa derden verzet diatur dalam Pasal 378–381 HIR 

sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga 

yang tidak terlibat dalam perkara, namun terdampak oleh 

eksekusi putusan. Dalam putusan yang diteliti, hakim 

mempertimbangkan adanya bukti kepemilikan sah dari 

pihak ketiga dan menilai prosedur eksekusi yang 

dilakukan sebelumnya tidak memperhatikan hak-hak 

pihak tersebut. Kesimpulannya, pelaksanaan derden 

verzet berperan penting dalam menjamin asas keadilan 

dan perlindungan hak-hak keperdataan, meskipun 

penerapannya masih menghadapi kendala pada aspek 

pembuktian dan pemahaman prosedur oleh masyarakat.. 

 

Kata Kunci: Peradilan Umum, Derden Verzet, 

dan Putusan Verstek 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketentuan dalam Het Herziene Indonesisch 

Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten 

(Rbg) berisi ketentuan-ketentuan okok     yang     bersifat 

umum  dan  dalam  penerapannya  hukum  acara perdata    

dengan    dimensi    khusus    berfungsi untuk    

mempertahankan,    memelihara,    dan menegakkan    

ketentuan-ketentuan        hukum  perdata  materil.  Karena  

adanya  aspek  khusus seperti    itu    maka    eksistensi    

hukum    acara perdata   sangat   urgen   untuk   

berlangsungnya ketentuan hukum perdata materil. Dalam 

ketentuan ini sudah termasuk mengatus diantaranya 

putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga atau derden 

verzet. 

Di dalam hukum acara perdata Indonesia 

dimungkinkan bagi pihak ketiga yang kepentingannya 

dilanggar untuk melakukan perlawanan atau bantahan 

atas penetapan sita eksekutorial. Adapun perlawanan atau 

bantahan dari pihak ketiga dalam hukum acara perdata 

disebut dengan istilah derden verzet.  

“Secara umum istilah verzet diartikan perlawanan. 

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. 

Verzet tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya 

menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. 

Selain verzet yang termasuk upaya hukum biasa adalah 

banding dan kasasi. Lebih khusus lagi, istilah verzet 

dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya 

hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan 

diluar hadirnya tergugat).”5 

Hakim pada saat akan menjatuhkan putusan verstek, 

Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 125 

Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) terlebih dahulu 

yang pada pokoknya menekankan syarat Putusan verstek 

ini lahir karena memang Penggugat/Tergugat tidak hadir 

dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Sedangkan 

yang dimaksud derden verzet adalah perlawanan (dari) 

pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan 

hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak 

mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 Burgerlijk Wetboek ). 

Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan 

5 Yulia, Hukum Acara Perdata, (Malang: Unimal Press, 
2018), hlm 52
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oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan 

perlawanan terhadap putusan tersebut. Perlawanan ini 

diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang 

dilawan itu dengan menggugat para pihak yang 

bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 147 ayat (3) 

Rechtsreglement Buitengewesten). Pihak ketiga yang 

hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan 

tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi 

harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. 

Dalam hal ini pihak ketiga disebut Pelawan, 

sedangkan penggugat dalam perkara semula dalam 

mengajukan perlawanan, disebut terlawan penyita dalam 

perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan 

tersita. Yang dimohonkan oleh pelawan dalam 

perlawanannya adalah: Agar dinyatakan bahwa 

perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan, agar 

dinyatakan bahwa pelawan adalah yang benar, agar sita 

jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan 

diperintahkan untuk diangkat, agar para terlawan 

dihukum untuk membayar biaya perkara. 6 

Dengan demikian bahwa suatu perkara perdata yang 

diawali dengan gugatan akan menimbulkan suatu konflik 

atau sengketa yang harus segera diselesaikan dan diputus 

berdasarkan dalil yang benar tentunya. Perlawanan yang 

diajukan oleh pihak ketiga adalah salah satu upaya hukum 

luar biasa, yang harus dibuktikan oleh pelawan yang 

mana pelawan harus mengetahui alasannya terlebih 

dahulu sebelum mengajukan gugatannya ke meja hijau. 

Namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga 

yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, sehingga 

Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga diajukan 

terhadap suatu putusan yang merugikan pihak ketiga 

(Pasal 206 ayat (6) Rechtsreglement Buitengewesten).  

Idealnya, Perlawanan ini diajukan oleh Pihak Ketiga 

yang merasa hak-nya dirugikan/dikikis dengan adanya 

Suatu Putusan Pengadilan kepada hakim yang 

memutuskan perkara dengan menggugat para pihak yang 

bersangkutan. Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, 

maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga 

tersebut haruslah diperbaiki (Rechtsreglement 

 
6 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 

Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: 
Mandar Maju, 2005) hlm. 147. 
 

Buitengewesten).7 Namun seringkali yang menjadi 

permasalahan ialah jika derden verzet ini dilayangkan 

pada putusan verstek. Seperti contoh Putusan Pengadilan 

Negeri Manado Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND 

yang merupakan putusan verstek atas perkara sengketa 

tanah di kelurahan Tuminting kota Manado yang 

kemudian dimenangkan oleh penggugat dan menyatakan 

akan dilaksanakan sita eksekusi terhadap tanah tersebut. 

Setelah dilaksanakan persidangan dan telah dikeluarkan 

putusan terhadap perkara tersebut, suami dari tergugat 

yang bukan merupakan para pihak yang terlibat dalam 

perkara sebelumnya (pihak ketiga) melakukan upaya 

hukum derden verzet untuk membatalkan sita eksekusi 

dari putusan verstek tersebut karena merasa dirugikan 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tentang Derden 

Verzet terhadap putusan Verstek? 

2. Bagaimana kedudukan Derden Verzet terhadap 

putusan Verstek? 

 

C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum 

normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis 

Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan 

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut 

sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan 

perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang 

sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan 

pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh 

suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum 

dilakukan uuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam 

menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di 

dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis 

atau analisis data.8 

 

 

7 Wibisono Oedoyo, Analisis Putusan Hakim dalam 
Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia, Jurnal 
Kertha Semaya, Vol. 10, No.7 Tahun 2022 
8 Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, 
Jakarta, 2009, hlm.35 
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PEMBAHASAN 

A. Peraturan yang Mengatur tentang Derden Verzet 

terhadap Putusan Verstek 

Hukum hadir untuk memberikan keteraturan dalam 

kehidupan masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara 

anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum 

yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap 

anggota masyarakat itu.9 Peraturan-peraturan hukum 

yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyrakat 

untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya 

keseimbangan dalm tiap perhubungan dalam masyarakat. 

Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan dalam peratuan hukum yang 

ada dan berlaku dalam masyarakat. 

Peraturan hukum tersebut harus terus berlangsung 

dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjaga agar 

peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung ters dan 

diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka 

peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan 

tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan dari 

masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan 

menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat 

dan hukum itu pula bergerak berdasarkan pada keadilan 

dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. 

Hukum juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial 

masyarakat (law as a tool of social enginering). Alat 

rekayasa tersebut di interpretasikan melalui peraturan-

peraturan yang menggerakkan atau mengatur masyarakat 

bagaikan sebuah alat. Seluruh aspek kehidupan dalam 

masyarakat diatur melelui hukum. Demikian juga 

mengenai perlawanan pihak ketiga atau derden verzet 

terhadap putusan verstek. 

Pada dasarnya jika ada salah satu pihak yang merasa 

dirugikan dalam suatu perkara akan tetapi pihak tersebut 

sama sekali tidak ada sangkut pautnya ke dalam perkara 

itu maka pihak tersebut dapat mengajukan perlawanan 

(verzet). Perlawanan (verzet) yang menjadi upaya hukum 

terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya 

tergugat. 

Upaya hukum Derden verzet terhadap putusan verstek 

merupakan suatu permasalahan perdata dikarenakan 

menyangkut sengketa privat antar masyarakat yang 

 
9 Harahap Yahya, Pengantar Ilmu hukum, (Gorontalo; 

Reviva Cendekia, 2015). Hlm 5 

berarti pengaturannya berdasarkan hukum perdata dan 

juga hukum acara perdata karena menyangkut dengan 

upaya hukum. Upaya hukum derden verzet adalah upaya 

hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan 

Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama karena tergugat 

tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan 

wakilnya atau kuasanya untuk mengadap dipersidangan, 

walaupun sudah dipanggil dengan patut. Lebih lanjut 

dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: 

”Bila pada hari yang telah ditentika tergugat tidak 

datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnyam 

dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan 

dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali bila ternyata 

menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak 

mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.” 

 

Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum atau 

melawan hukum apabila peristiwa-peristiwa yang 

menjadi dasar hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa 

yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan. 

Seperti yang diatur dalam Pasal 1788 KUHPerdata, yakni 

gugatan terhadap suatu utang yang diakibatkan suatu 

perjudian itu tidak dapat diterima. 

Gugatan yang dikatakan bertentangan dengan hukum 

dapat terjadi bilamana kedudukan penggugat tidak 

dibenarkan mengajukan gugatan. Misalnya seorang anak 

yang belum dewasa mengajukan gugatan ke pengadilan, 

sebab menurut peraturan hukum seorang anak yang 

belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum 

seperti mengajukan gugatan ke pengadilan.10 

Suatu gugatan yang tidak beralasan terjadi jika 

peristiwa-peristiwa yang diajukan tidak membenarkan 

tuntutan, atau peristiwaperistiwa yang diajukan sebagai 

dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tuntutan. 

Dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang diajukan 

sebagai dasar gugatan tidak terbukti secara sah menurut 

hukum. Misalnya A menggugat B supaya membayar 

harga barang yang dibelinya sebesar Rp 1.000.000.-. 

Akan tetapi di persidangan A tidak mengajukan halhal 

yang memberikan gambaran untuk membuktikan bahwa 

antara A dan B telah terjadi suatu perjanjian jual beli. 

Contoh lain, dalam gugatan A terhadap B diuraikan 

10 Syahrani Riduan, Sistem Peradilan dan Hukum Acara 
Perdata di Indonesia, (Bandung: Citra Aditra Bakti, 2016). Hlm. 
47 
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bahwa A mempunyai piutang terhadap B sebesar Rp 

5.000.000.- karena adanya perjanjian pinjam meminjam 

uang. Akan tetapi dalam tuntutan disebutkan piutang itu 

terjadi karena harga sejumlah barang yang belum dibayar. 

Karenanya gugatan A harus dinyatakan ditolak.11 

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat 

diterima dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar 

pokok perkara. Sedangkan putusan yang menyatakan 

gugatan ditolak merupakan putusan setelah 

mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Kedua 

macam putusan ini mempunyai perbedaan yang besar 

sekali dan konsekuensi yang berlainan. Terhadap putusan 

tidak dapt diterima (nietonvankelijk verklaard), 

penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali 

ke pengadilan negeri, sedangkan terhadap putusan yang 

menyatakan putusna ditolak (onzegr), penggugat tidak 

dapat mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan 

negeri (nebis in idem), tetapi hanya dapat mengajukan 

permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan 

Tinggi. 

Seperti halnya dalam putusan gugur karena 

penggugat tidak datang, maka sebelum dijatuhkan 

putusan verstek, hakim harus telebih dahulu dengan teliti 

memeriksa berita acara pemanggilan para pihak apakah 

pihak tegugat telah dipanggil dengan patut, seksama dan 

seandainya cara pemanggilan tidak dilakukan 

sebagaimana mestinya, hakim tidak boleh menjatuhkan 

putusan tanpa hadirnya tegugat atau wakilnya, melainkan 

harus memerintahan juru sita untuk memanggil pihak 

tergugat sekali lagi. Hal ini sesuai dengan Pasal 150 Rbg. 

Jika tergugat terdiri dari beberapa orang dan dari 

antara mereka tidak hadir atau tidak memerintahkan 

orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka menurut 

Pasal 151 Rbg pemeriksaan perkara ditunda sampai hari 

sidang lain dalam jangka waktu yang sedapat-dapatnya 

tidak terlalu lama berlandaskan asas pemeriksaan sidang 

cepat. Penundaan ini diberitahukan kepada pihak yang 

datang menghadap di persidangan itu dan kepadanya 

(tergugat) pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan. 

Sedangkan bagi pihak yang tidak datang oleh Ketua 

pengadilan diperintahkan untuk memanggilnya sekali lagi 

datang pada hari sidang yang baru. Sesudah itu perkara 

tersebut diperiksa dan kemudian diputus terhadap semua 

 
11 Ibid. 

pihak dalam satu surat putusan, terhadap orang tersebut 

tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan perlawanan. 

Kekuatan hukum adalah suatu kekuatan untuk 

mengikat para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian. 

Pemberian kuasa juga merupakan salah satu perjanjian 

dimana pihak yang menerima kuasa berjanji kepada 

pemberi kuasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan 

atau apa yang dikuasakan oleh pihak pemberi kuasa.  

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan dan tidak 

menerima putusan tersbut, dapat mengajukan perlawanan 

terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan 

kepada tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima 

dalam jangka waktu 14 hari sesudah pemberitahuan. 

Putusan yang diputus dengan verstek menurut Pasal 152 

Rbg, tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat 14 hari 

setarah dilakukan pemberitahuan. Namun dalam keadaan 

mendesak menentukan pelaksanaan ini dapat 

diperintahkan sebelum lewat tenggang waktu tersebut, 

baik dengan mencantumkannya dalam surat putusan itu, 

ataupun oleh Ketua Pengadilan sesudah dijatuhkan 

putusan tersebut, atas permohonan lisan atau tertulis dari 

penggugat 

 

B. Kedudukan Derden Verzet terhadap Putusan 

Verstek 

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh 

yang telah mengalami PHK dari suatu perusahan atau 

tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan 

perlindungan hukum.  

Kedudukan pihak pelawan dalam putusan verstek, 

harus jelas. Pihak yang melakukan perlawanan terhadap 

suatu putusan ataupun pihak siapapun yang mengajukan 

gugatan terhadap suatu permasalahan ke pengadilan tentu 

harus pihak yang merasa haknya dirugikan yang 

diakibatkan oleh pihak lain atau orang lain. Hal ini 

kemudian terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Manado nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND. 

Dalam suatu putusan hanyalah mengikat pihak-pihak 

yang berperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya 

mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Sehingga 

untuk dapat menggunakan kekuatan yang mengikat 
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tersebut, maka persoalan yang dituntut harus sama, dan 

tuntutan itu harus didasarkan pada alasan yang sama pula, 

serta harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap 

para pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. 

Berdasarkan azasnya secara umum upaya hukum 

perlawanan disediakan bagi para pihak Tergugat yang 

dikalahkan dalam suatu perkara. Terhadap pihak yang 

dikalahkan dengan putusan verstek tersedia upaya hukum 

banding. Sehingga apabila terhadap Tergugat dijatuhkan 

putusan verstek, dan Tergugat keberatan atas putusan 

tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan (verzet), 

bukan upaya banding. Sedangkan terhadap putusan 

verstek, tertutup upaya hukum banding, oleh sebab itu 

permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan 

demikian putusan tidak dapat diterima. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa 

suatu permohonan banding yang diajukan terhadap 

putusan verstek tidak dapat di terima, apabila upaya 

hukum terhadap verstek adalah verzet. Perlawanan ini 

dihubungkan dengan putusan verstek karena mengandung 

arti bahwa pihak Tergugat melakukan perlawanan untuk 

melawan putusan verstek atau dapat pula mengajukan 

perlawanan terhadap putusan itu dengan tujuan agar 

putusan tersebut dilakukan pemeriksaan ulang secara 

menyeluruh sesuai dengan prosedur pemeriksaan 

contradiktoir serta sekaligus meminta agar gugatan pihak 

Penggugat dapat ditolak. Dengan demikian, tujuan verzet 

memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela 

kepentingannya atas adanya kelalaian menghadiri 

persidangan diwaktu yang telah lalu. 

Perlawanan terhadap putusan dapat diajukan oleh 

pihak yang kalah dan juga bisa diajukan oleh pihak 

ketiga.Perlawanan tersebut dapat diterima misalnya:12 

1. Putusan Pengadilan tersebut sudah dipenuhi 

2. Syaraty penyitaan tidak sesuai atau bertentangan 

dengan undang-undang. 

3. Penyitaan bertentangan dengan Pasal 211 Rbg. 

Adapun tata cara mengajukan perlawanan dalam 

perkara perdara, antara lain:13 

1. Diajukan secara tertulis ataupun lisan. 

2. Ditunjukan di Pengadilan Negeri bersangkutan. 

 
12 Firman, Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden 

Verzet) terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri (Studi Putusan 
Nomor 134/Pdt.BTH/2019/PN.JKT), Pakuan Law Review, 
Volume 07, Nomor 1, Desember 2020 

3. Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari 

sesudah diberitahukan penyitaan. 

4. Perlawanan akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri 

terkait. Namun tidak mengahalangi dilakukan 

pelelangan atas barang sitaan, kecuali ketua 

Pengadilan Negeri bersangkutan memerintahkan 

agar menanguhkan lelang sampai jatuh putusan. 

5. Bila perlawanan diterima dan beralasan oleh 

pengadilan sehingga tidak jadi dilakukan, segala 

biaya kerugian dan bingan yang timbul akan 

dibebankan pada pihak yang meminta penyita. 

6. Apabila perlawanan ditolak ataupun tidak ada 

perlawanan, agar perlawanan sah maka orang yang 

meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan 

dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan 

perlawanan dibacakan. 

Derden verzet yang dilakukan pihak ketiga atas Hak 

milik atas tanah adalah hal yang paling sering dijumpai 

dalam suatu kasus. Kebolehan mengajukan gugatan 

Derden verzet terhadap sita eksekusi atau putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi 

belum selesai dilaksanaan, apabila eksekusi telah selesai 

dilaksanakan maka jalur yang di tempuh sudah bukan lagi 

upaya Derden verzet melainkan harus berbentuk upaya 

gugatan.Derden verzet yang ada dalam perkara Nomor 

398/Pdt.Plw/2020/PN.MND di ajukan oleh Pihak A 

terhadap sita eksekusi Nomor 272/Pdt.G/2011/PN.MND 

Jo Penetapan sita eksekusi 

134/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.MND 

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh 

mengadilan pada perkara nomor 

398/Pdt.Plw/2020/PN.MND hingga masuk ke tahap 

Banding dengan Nomor putusan 96/PDT/2021/PT.MND, 

bahwa Pihak penggugat telah memenuhi unsur dalam 

Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang mana bunyi pasal tersebut 

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Derden 

Verzet adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dan merugikan pihak ketiga. Dan dalam gugatan 

bantahannya tersebut pihak tersebut sebagai pihak ketiga 

telah berusaha untuk mengemukakan alasan-alasan yang 

13 Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997). 
Hlm. 241-242. 
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dapat diterima demi membuktikan bahwa barang yang 

disita adalah benar hak miliknya. 

Pada umumnya a pihak ketiga disini adalah pihak 

yang dirugikan namun tidak ada sangkut pautnya dengan 

perkara atau pihak-pihak yang sedang bersengketa, tetapi 

barangbarang yang sedang dipersengketakan adalah sah 

miliknya, baik terhadap barang bergerak maupun tidak 

bergerak yang disita oleh pengadilan. 

Perkara a quo, terjadi karena adanya sengketa hak 

atas tanah yang sebelumnya telah diputus di Pengadilan 

Negeri Manado nomor: 272/Pdt.G/2011/PN.MND. secara 

singkat putusan nomor 272/Pdt.G/2011/PN.MND 

memutus sita eksekusi terhadap suatu bidang tanah. 

Setelah adanya sita eksekusi atas tanah tersebut, 

seseorang yang telah membeli tanah tersebut. 

Dalam menjatuhkan putusan verstek, hakim 

diharuskan memperhatikan ketentuan Pasal 153 Rbg 

terlebih dahulu. Memang pada azasnya putusan 

pengadilan hanya bersifat mengikat antara para pihak 

yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, 

sebagaimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1917 KUH 

Perdata. Namun, apabila pihak ketiga hak dirugikan oleh 

suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan 

terhadap putusan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 

378 Rv. Perlawanan tersebut diajukan kepada hakim yang 

menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat 

para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pihak 

ketiga yang akan mengajukan perlawanan terhadap suatu 

putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, 

tetapi harus benar telah dirugikan hak-haknya 

Berdasarkan asasnya secara umum, upaya hukum 

perlawanan disediakan bagi para pihak Tergugat yang 

dikalahkan dalam suatu perkara. Terhadap pihak yang 

dikalahkan dengan putusan verstek tersedia upaya hukum 

banding. Sehingga apabila terhadap Tergugat dijatuhkan 

putusan verstek, dan Tergugat keberatan atas putusan 

tersebut, maka dapat mengajukan perlawanan (verzet), 

bukan upaya banding. Sedangkan terhadap putusan 

verstek, tertutup upaya hukum banding, oleh sebab itu 

permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan 

demikian putusan tidak dapat diterima.14 

 
14 Syahrul Sitorus, Upaya Hukum dalam Perkara Perkar 

Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembalu dan 
Derden Verzet), Jurnal Hikmah, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2018. 

Pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) 

RBg, menyatakan bahwa perlawanan, juga yang datang 

dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui 

olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga 

semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang 

diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang 

mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan 

perbuatanperbuatan untuk melaksanakan keputusan 

hakim. 

Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi 

unsur unsur dalam Pasal 206 ayat 6 Rbg, yang berbunyi: 

“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga 

berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita 

untuk pelaksanaan putusan, juga sengketa mengenai 

upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh 

pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di 

mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk 

melaksanakan keputusan hakim.” 

Bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang 

dimaksud dengan derden verzet adalah perlawanan pihak 

ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekutan hukum tetap dan merugikan pihak 

ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya 

adalah suatu perkawa tidak diikutsertakan dalam 

persidangan Pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya 

dengan para pihak yang sedang bersengketa tetapi 

barang-barang miliknya yang sah, baik terhadap barang-

barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh 

pengadilan. 

Dari uraian Pasal diatas maka dalam perkara nomor: 

398/Pdt.Plw/2020/PN.MND telah memenuhi unsur-unsur 

untuk melakukan perlawanan pihak ketiga, adapun unsur-

unsur tersebut: 

Unsur pertama adalah putusan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap. Timbulnya gugatan pihak ketiga 

terhadap penetapan sita eksekusi melalui putusan nomor: 

134/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.MND yang mana penetapan 

tersebut merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan 

Negeri Manado dalam perkara gugatan perdata nomor: 

272/Pdt.G/2011/PN.MND yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap, maka unsur putusan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap telah terpenuhi. 
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Unsur kedua adalah pihak yang tidak diikutsertakan 

dalam persidangan pengadilan terdahulum para pelawan 

dalam perkara nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND 

bukanlah pihak tergugat maupun pihak yang terlibat 

dalam perkara gugatan perdata Nomor: 

272/Pdt.G/2011/PN.MND. 

Unsur ketiga adalah barang-barang miliknya yang 

sah. Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang 

tanah yang terletak di Kelurahan Tuminting, Kecamatan 

Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara 

dengan alas hak akta jual beli (AJB). 

Adapun dalam hal gugatan perlawanan dikabulkan 

untuk sebagian dengan verstek, dapat terjadi bahwa kedua 

belah pihak yaitu baik Penggugat maupun pihak Tergugat 

tidak merasa puas terhadap putusan yang dijatuhkan. 

Mungkin pihak Penggugat oleh karenanya akan 

mengajukan permohonan banding, karena baginya tidak 

terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan 

terhadap putusan verstek, yang hanya terbuka bagi pihak 

Tergugat yang dikalahkan saja. 

Gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara 

lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana 

yang diatur di dalam Pasal 144 Rbg, sekalipun hal ini 

jarang sekali dilakukan. Gugatan secara tertulis disebut 

dengan surat gugatan. 

Sesuai dengan Pasal 144 Rbg, surat gugatan harus 

memenuhi beberapa syarat, yaitu di dalamnya terdapat: 

1. Identitas para pihak; 

Dalam perkara perdara, biasanya terdiri dari dua 

pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Para 

pihak dapart beracara di depan pengadilan atau dapat 

mewakilkanya kepada seorang kuasa dengan kuasa 

khusus. Para pihak dibedakan atas pihak materiil dan 

pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang 

berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan 

tergugat.15 

2. Posita (fundamentum petendi); dan 

Posita (fundamentum petendi) adalah dalil-dalil dari 

penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan 

gugatan penggugat. Dalam perkawa a quo, penggugat 

menjelaskan pada pokoknya bahwa tanah yang telah 

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Manado untuk 

dieksekusi sebenarnya terikat suatu hak atas tanah 

terhadap penggugat, yang kemudian menimbulkan 

 
15 Ibid, hlm 15. 

kerugian materiil kepada penggugat sehingga kemudian 

dilakukan perlawanan terhadap perintah eksekusi tersebut 

yang dilandasi oleh putusan verstek sebelumnya. 

3. Petitum (tuntutan) 

Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut 

oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini 

mendapat jawaban dalam amar putusan atau dictum 

putusan pengadilan. Dalam perkara a quo pada pokoknya 

menuntut untuk membatalkan sita eksekusi dengan nomor 

272/Pdt.G/2011/PN.MDO. 

Dengan demikian keabsahan Gugatan perlawanan 

pihak ketiga yang diajukan penggugat dalam perkara 

nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND telah sesuai dengan 

ketentuan Rbg yang mengatur tentang perlawanan pihak 

ketiga, maka dengan terpenuhinya ketentuan hukum 

tersebut Pengadilan Negeri Manado sah secara hukum 

untuk memeriksa dan menangani perkara a quo. 

Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maka 

pada dasarnya inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh 

Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan 

penggugat sebelum beracara di pengadilan, maka terlebih 

dahulu penggugat mendaftarkan gugatannya di 

kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi 

relatif atau wilayah hukum dari pengadilan negeri yang 

terkait diajukan gugatan tersebut. Proses pendaftaran ini 

tentunya dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai 

dengan asas beracara dikenakan biaya. Aapun jumlah 

biaya pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya 

bergantung pada ketentuan yang diatur secara tersendiri 

dan tidak bisa langsung dibayarkan ke pengadilan 

tersebut, dalam hal ini pengadilan negeri Manado, 

melainkan berdasarkan memo dari kasir pengadilan 

tersebut, pihak penggugat mendafatarkan melalui bank 

yang ditunjuk. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 Rbg, 

pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu 

penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk 

Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis 

Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta 

memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang 

berperkara supaya hadir di persidangan yang telah 

ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki 

untuk diperiksa dengan membawa segala surat keterangan 

yang akan dipergunakan. 



Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen 
Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 

8 
 

Dalam tataran praktik, proses pemanggilan para pihak 

berkisar dua atau empat minggu bahkan bisa juga lebih 

setelah proses pendaftaran dilakukan. Hal ini bergantung 

kepada letak dan wilayah para pihak yang dipanggil oleh 

pengadilan di mana perkara tersebut didaftarkan.16 

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan 

menyerahkan surat panggilan (exploit), dan khusus untuk 

tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini 

harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan 

pengembalian risalah panggilan itu kepada Majelis 

Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar 

wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa 

perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui 

Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya 

meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. 

Sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata dimana 

hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dan 

perlakuan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak 

haruslah sama, Audi Et Alteram Partem atau Eines 

Mannes Rede Ist Keines Mannes Rede, Man Soll Sie 

Horen Alle Beide (hakim tidak boleh menerima 

keterangan dari salah satu pihak saja). Walaupun Upaya 

Hukum Derden verzet sudah dilaksanakan sesuai dengan 

aturan Hukum, tetapi pada fakta di lapangan putusan ini 

belum memberikan hasil yang maksimal kepada para 

pihaknya. 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 

Rbg yang mengatur mengenai tergugat dan/atau kuasanya 

yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut 

yang kemudian hal tersebut mengabulkan gugatan tanpa 

kehadirannya atau diputus secara verstek. Selanjutnya 

apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti 

dimaksud dalam Pasal 145 Rbg, mengajukan sanggahan 

tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka 

pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan 

setelah mendengar penggugat, maka pengadilan harus 

mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya 

jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil 

keputusan tentang pokok perkaranya. 

Dalam hal gugatan dikabulkan, mkaa keputusan 

pengadilan negeri itu atas perintah ketua pengadilan 

negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak 

 
16 Endang Hadrian, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: 

Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 
2020), hlm. 26  

hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk 

mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara 

seperti ditentukan dalam Pasal 153 Rbg kepada 

pengadilan negeri yang sama. Oleh panitera, dibagaian 

bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut 

dibubuhkan catatan tentang catatan tentang siapa saja 

yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan 

tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara 

tertulis maupun lisan. 

Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa apabila 

tergugat pada siding pertama hadir dan pada persidangan-

persidangan berikutnya tidak hadir, maka pemeriksaan 

dan putusannya dilakukan dalam persidangan secara 

contradictoir. Pada prinsipnya adanya putusan verstek itu 

adalah untuk meralisasikan asas audi et alteram partem, 

di mana kepentingan kedua belah pihak harus 

diperhatikan. Kegunaan akan adanya sistem verstek 

dalam hukum acara adalah juga untuk mendorong pada 

pihak yang berperkara untuk dapat mentaati tata tertib 

dalam beracara, sehingga proses pemeriksaann 

penyelesaian perkara terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti adanya itikad buruk dari pada pihak 

terutama pihak tergugat untuk dapat menghambat proses 

penyelesaian perkara dengan tidak hadir pada saat digugat 

oleh pihak lawan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan 

akibat buruk yang mungkin terjadi dikarenakan 

pemeriksaan perkara digantungkan atas kehadiran pada 

pihak atau tergugat, maka undang-undang 

mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan secara 

verstek dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di 

persidangan. 

Dalam putusan vertek apabila gugatan dikabulkan, 

maka diputusannya harus diberitahukan kepada tergugat 

serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan 

perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek itu kepada 

hakim yang menerima perkara itu juga, jadi bukan upaya 

banding terhadap putusan verstek.17 Dengan demikian, 

tujuan verzet memberi kesempatan yang lumrah dan 

wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya 

atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu yang lalu. 

17 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2019), hlm. 400 
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Mengenai penjatuhan putusan verstek di atas 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 ayat (3) jo Pasal 

153 Rbg. Perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 

haru sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada 

tergugat. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan 

kepada tergugat, maka perlawanan dapat diajukan sampai 

hari kedelapan setelah teguran untuk datang menghadap 

untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai 

hari kedelapan sesudah putusan verstek itu dijalankan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Rbg. 

Ketidakhadiran tergugat yang akan diputus secara 

verstek, terkadang juga setelah dipanggil secara patut oleh 

juru sita, maka justru Pengugat yang tidak hadir dan tidak 

pula mengirimkan wakilnya. Dalam konteks ini, maka 

Pasal 153 Rbg, masih memberi kelonggaran untuk 

dipanggil sekali lagi. Selanjutnya, jika pada saat 

panggilan kedua penggugat belum juga muncul ke 

pengadilan sedangkan tergugat hadir, maka untuk 

kepentingan tergugat haruslah dijatuhkan putusan. Di 

mana dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur 

serta dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam hal 

untuk memutuskan gugur gugatan penggugat masih diberi 

kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya 

dengan membayar biaya perkara yang baru. 

Pelaksanaan dalam hukum acara perdata, sebagai 

bentuk rasa kemanusiaan maka dalam suatu perkara tidak 

langsung dilaksanakan penyelesaian terus-menerus di 

ruang siding, tetapi juga tetap dilaksanakan upaya mediasi 

antar para pihak guna menyelesaikan suatu perkara secara 

kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg, 

antara lain menentukan: 

1. Bila pada hari yang telah ditendukan para 

pihak datang menghadap, maka pengadilan 

dengan perantaraan ketua berusaha 

mendamaikannya. 

2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di 

dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta 

dan para pihak dihukum untuk menaati 

perjanjian yang telah dibuatkan, dan akta itu 

mempunai kekuatan hukum serta 

dilaksanakan seperti surat keputusan biasa. 

 
18 Endang Hadrian, Hukum Acara Perdata Di Indonesia: 

Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 
2020), hlm. 30  

3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu 

dapat diajukan banding. 

Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim memeriksa 

perkara perdata harus berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peranan 

hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut 

secara damai sangat penting. Putusan perdamaian 

mempunyaai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada 

umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari 

keadilan (justitiabelen).18 Apabila perdamaian tidak dapat 

dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan 

dengan tahap jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan 

dan kesimpulan dan putusan pengadilan. 

Ketentuan Pasal 154 Rbg oleh banyak kalangan 

dianggap tidak cukup efektif untuk tercapainya 

perdamaian di antara para pihak. Untuk 

mengefektifkannya, Mahkamah Agung 

memodifikasikannya kearah yang lebih bersifat  memaksa 

(compulsory).19 Mahkamah Agung kemudian 

mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002, yang dalam 

perkembangannya diganti dengan PERMA Nomor 1 

Tahun 2008. Dengan demikian terjadi pengintegrasian 

mediaso ke dalam sistem peradilan. Setiap hakim, 

mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur 

penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila mediasi 

berhasil, dibuatkan, dibuatkan akta perdamaian yang 

menjadi substansi dari putusan perdamaian. Namun 

apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan akan 

dilanjutkan dengan jawab menjawab, pembuktian, 

kesimpulan dan putusan pengadilan. 

Tahun 2012 sendiri sebelum adanya Upaya Hukum 

Derden verzet mengenai bantahan terhadap sita eksekusi 

ini telah diadakan upaya hukum non litigasi, yaitu mediasi 

namun ternyata proses mediasi tersebut tidak mebuahkan 

hasil maka pihak penggugat membawa sengketa ini ke 

pengadilan atau jalur litigasi. 

Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata 

tidak bersifat negatif (negatief bewijs theorie) 

sebagaimana yang terdapat proses hukum acara pidana. 

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dinyatakan: “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

19 Ibid. 
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dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, 

kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain 

berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan mencapai 

batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini 

hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan beyond 

reasonable doubt. Kebenaran yang diwujudkan benar-

benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, 

sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai 

kebenaran hakiki (materiele waarheid, ultimate truth). 

Namun demikian, hal ini tidak berlaku di dalam teori 

pembuktian dalam hukum acara perdata. Kebenaran yang 

dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil 

(formeel waarheid). Dari diri dan sanubari hakim, tidak 

dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat 

mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan 

kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis 

harus diterima hakim untuk melindungi atau 

mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak 

yang bersangkutan.20 

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa 

sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan 

tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam 

proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan 

menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu 

diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta 

yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan 

berlangsung. 

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya 

hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta 

penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu 

mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, 

maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan 

menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung 

dengan bukti dalam persidangan.21 

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-

fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum 

benar sudah terjadi. Pembuktian merupakan cara untuk 

menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya 

 
20 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2019), hlm. 498 
21 Ibid 

dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat 

atau korban dapat ditindak secara hukum. 

Selanjutnya mengenai pembuktian, kewajiban 

membuktikan dan beban pembuktian diatur dalam Pasal 

283 RBg, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW. 

Pasal 283 RBg menentukan: “Barang siapa 

beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan 

untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak 

seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan 

itu”. 

Pasal 1865 BW menentukan: “Setiap orang yang 

mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak 

sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, 

menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut”. 

Pembuktian kemudian menjadi landasan untuk 

meyakinkan hakim dalam memberikan putusan nantinya. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, tidak diketemukan mengenai 

pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. 

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya 

menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh 

putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat 

beberapa doktrin dan pandangan teoretis dari para ahli 

hukum mengenai pengertian putusan hakim, antara lain: 

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan 

hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di 

persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.22 

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan 

hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses 

perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang 

menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai 

hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.23 

Sebagai perbandingan, dalam Bab I Pasal 1 angka 5 

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 

2006, yaitu: 

22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 

(Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174. 
23 Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, 

(Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/node/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/node/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/node/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13611/nprt/481/rancangan-uu-hukum-acara-perdata
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13611/nprt/481/rancangan-uu-hukum-acara-perdata
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13611/nprt/481/rancangan-uu-hukum-acara-perdata
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“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di 

persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan 

untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.” 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan 

hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang oleh 

hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 

untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak. Putusan hakim harus 

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan 

yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan 

akta autentik. 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum 

formal dalam mengatur tentang perlawanan baik 

itu berbentuk verzet atas putusan verstek, dan 

derden verzet (perlawanan pihak ketiga) 

sebagaimana terdapat dalam Rbg telah 

memberikan kepastian hukum dalam mengatur 

mekanisme pengajuan dan pemeriksaan perkawa 

perlawanan di pengadilan. Pengaturan mengenai 

pelaksanaan derden verzet terhadap putusan 

verstek, yang diatur di dalam Rbg memang sudah 

menjadi landasan pelaksaan hukum acara perdata 

dalam waktu yang cukup lam. 

2. Keabsahan Perlawanan Pihak Ketiga dalam 

Perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND 

sudah sesuai dengan kenteuan Pasal 206 ayat (6) 

Rbg, yang mana merupakan sumber hukum yang 

berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. 

Dengan terpenuhinnya syarat formil maupun 

materil dalam Gugatan perlawanan pihak ketiga 

(derden verzet), maka tepat bila Pengadilan 

Negeri Manado untuk memeriksa dan menangan 

perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND. 

Namun kedudukan dari derden verzet walaupun 

menang dalam upaya perlawana pada tingkat 

pertama, tidak menjamin bahwa pihak tersebut 

sudah memenangkan segala perkara atau 

sengketa yang terjadi, bisa saja pihak ketiga tidak 

memiliki kelengkapan bukti yang kuat, sehingga 

pihak lawan dapat mengajukan banding yang 

kemudian memenangkan perkara, namun selain 

itu juga para pihak yang bersengketa juga tetap 

harus mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan 

sengketa terlebih khusus pihak ketiga atau derden 

verzet guna memberikan legal standing yang jelas 

dihadapan pengadilan bahwa yang bersangkutan 

memiliki landasan yang jelas dalam melakukan 

gugatan. 

 

B. Saran 

1. Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum 

formal dalam mengatur tentang perlawanan baik 

itu berbentuk verzet atas putusan verstek, dan 

derden verzet (perlawanan pihak ketiga) 

sebagaimana terdapat dalam Rbg telah 

memberikan kepastian hukum dalam mengatur 

mekanisme pengajuan dan pemeriksaan perkawa 

perlawanan di pengadilan. Pengaturan mengenai 

pelaksanaan derden verzet terhadap putusan 

verstek, yang diatur di dalam Rbg memang sudah 

menjadi landasan pelaksaan hukum acara perdata 

dalam waktu yang cukup lam. 

2. Keabsahan Perlawanan Pihak Ketiga dalam 

Perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND 

sudah sesuai dengan kenteuan Pasal 206 ayat (6) 

Rbg, yang mana merupakan sumber hukum yang 

berlaku di Indonesia untuk beracara di Peradilan. 

Dengan terpenuhinnya syarat formil maupun 

materil dalam Gugatan perlawanan pihak ketiga 

(derden verzet), maka tepat bila Pengadilan 

Negeri Manado untuk memeriksa dan menangan 

perkara Nomor: 398/Pdt.Plw/2020/PN.MND. 

Namun kedudukan dari derden verzet walaupun 

menang dalam upaya perlawana pada tingkat 

pertama, tidak menjamin bahwa pihak tersebut 

sudah memenangkan segala perkara atau 

sengketa yang terjadi, bisa saja pihak ketiga tidak 

memiliki kelengkapan bukti yang kuat, sehingga 

pihak lawan dapat mengajukan banding yang 

kemudian memenangkan perkara, namun selain 

itu juga para pihak yang bersengketa juga tetap 

harus mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan 

sengketa terlebih khusus pihak ketiga atau derden 

verzet guna memberikan legal standing yang jelas 

dihadapan pengadilan bahwa yang bersangkutan 

memiliki landasan yang jelas dalam melakukan 

gugatan. 
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